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Abstract

The government has an important role in distributing resources and providing services to the community.
Local government also participated in this matter. Based on the principle of regional autonomy, the
government is given the freedom to regulate and manage government affairs in order to maximize its
performance. This study aims to find out and analyze the performance of the Social Service in the
distribution of the 2022 Food Social Assistance (BSP) to the community in Salamwates Village,
Trenggalek Regency. The type of research used in this study is descriptive with a qualitative approach.
The research focus used in this research is productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and
accountability. Sources of data obtained by researchers in conducting this research are key informants,
observations, and documentation. The data analysis method used in this study is the method developed by
Miles and Huberman. As well as the validity of the data used, namely the degree of trust (credibility),
transferability (transferability), dependability (dependability), and certainty (confirmability). The results
of this study found that productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability had
been carried out well even though there were some things that seemed sudden
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PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam pendistribusian sumber daya dan
memberikan pelayanan pada masyarakat, misalnya dalam mendorong pembangunan dan
menyukseskan infrastruktur daerah. Pemerintah daerah turut ikut serta dalam hal tersebut.
Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah diberi kebebasan dalam mengatur dan
mengurus urusan pemerintah untuk memaksimalkan kinerjanya. Adanya otonomi daerabh,
kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi berkualitas dan lebih mudah. Pemerintah harus
mampu mengelola dan menyalurkan anggaran daerah dengan baik di mana program yang
dibuat harus berjalan dengan efektif, efisien dan lebih cepat (Efendi & Freddy, 2017).
Pemerintah memerlukan suatu sistem penilaian dalam melaksanakan programnya guna
mencapai sasaran yang dilaksanakan berdasarkan tujuan organisasi dengan cara melakukan
pengukuran kinerja di mana dalam melakukannya harus dengan pertimbangan berbagai
aspek, agar aspek dapat berjalan dengan efektif dalam organisasi tersebut. Kinerja adalah
hasil kerjasecara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan
atau diberikan kepadanya (Huti, 2020). Terkait dengan teori kinerja di atas, Rummler &
Brache mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek dalam kinerja, yaitu kinerja organisasi,
kinerja proses, dan kinerja individu/ pekerjaan (Ajabar, 2020).

Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah pelayanan masyarakat
dalam menyalurkan kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah, salah satunya
adalah Bantuan Sosial Pangan (BSP). BSP disalurkan kepada keluarga miskin dan tidak
diberikan dalam bentuk tunai, melainkan berupa bahan pangan dan harus memenuhi kriteria
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pemenuhan gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, ataupun vitamin (BPS, 2020). Di
Indonesia Coronavirus Disease 2019 muncul sejak awal tahun 2020 yang membawa dampak
negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama di aspek sosial dan ekonomi bagi
masyarakat (Sari, 2020). Persentase penduduk miskin di Indonesia sejak bulan Desember
2020 meningkat sebanyak 0,37% bila dibandingkan dengan bulan Desember 2019. Selain itu
pula, pada Triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang mengalami
kontraksi yaitu sebesar 5,32% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II di
tahun 2019 (Menteri Sosial, 2020). Padahal persentase jumlah kemiskinan di Indonesia pada
September 2015 sampai dengan Desember 2020 secara berturut-turut sudah mengalami
penurunan. Dengan adanya kondisi tersebut yang mendorong pemerintah agar memberikan
dan menjalankan berbagai kebijakan atau program dalam rangka memberikan jaring
Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat (Katharina, 2020). JPS adalah suatu cara yang
digunakan pemerintah dengan maksud untuk mengurangi dampak sosial dari akibat adanya
suatu krisis (Muthiah, 2021).

Berkaitan dengan kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Trenggalek dalam pemerataan
penyaluran Program Sembako kepada masyarakat di Desa Salamwates, Kecamatan Dongko,
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat
terkait proses penyaluran dana bantuan sosial pangan tersebut. Mengutip dari berita yang
dimuat dalam media online kabartrenggalek.com Syah Muhammad Natanegara mengakui
bansos yang disalurkan kepada warga tidak merata dan tepat sasaran karena persoalan
pendataan warga penerima bansos. Syah mengungkapkan data warga penerima bansos yang
sudah diusulkan dari pemerintah desa ke pemerintah pusat tidak terpakai. Hal itu
dikarenakan data dari pemerintahan pusat berisi data lama yang di dalamnya masih ada data
warga yang mampu ataupun warga yang sudah meninggal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah
bagi Pemkab Trenggalek untuk mengevaluasi layanan bansos yang sudah berjalan. Pemkab
Trenggalek perlu mengupayakan supaya masyarakat mendapatkan bansos sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.

Tidak hanya itu, Ciptadesa.com mencatat, mulai Agustus - 13 Desember 2021, total
jumlah pengaduan perlindungan sosial sebanyak 295 pengaduan. Jumlah pengaduan
perlindungan sosial tersebut merupakan keseluruhan dari pengaduan yang masuk
ciptadesa.com di tingkat nasional. Artinya, pengaduan di ciptadesa.com tentang masalah
bansos 2022 didominasi oleh warga Trenggalek. Kemudian Salah satu warga Desa
Salamwates Kabupaten Trenggalek yang melaporkan layanan bansos itu adalah Alfina. Alfina
menceritakan, ia pernah mendapatkan bansos dari program Bupati Trenggalek, yaitu Kartu
Penyangga Ekonomi (KPE). Namun, Alfina hanya mendapatkan bantuan dari KPE selama lima
bulan saja, dari Agustus sampai Desember 2020. Setelah bantuan KPE itu berhenti, Alfina
mengalami beberapa kesulitan seperti memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, biaya listrik
serta biaya sekolah anak-anaknya.

Kemiskinan Trenggalek adalah 10,98%, artinya dari 35,3% masyarakat berpenghasilan
paling rendah se-Indonesia yang berada di Kabupaten Trenggalek terdapat 29.546 KK Miskin.
Selama ini sejumlah 54.000 KK telah mendapatkan BSP. Menyikapi masa pandemi Corona,
pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan menambah kuota penerima BSP dari 54 ribu
di Kabupaten Trenggalek menjadi 78.671 KK. Sehingga, terdapat 16.425 KK yang belum
mendapatkan BSP yang ada dalam DTKS (Hartono, 2022). Dari pernyataan di atas, dapat
ditarik kesimpulan bahwa pembagian BSP 2022 belum dianggap merata. Hal ini dikarenakan
pendataan yang berbeda atau persepsi yang berbeda terkait warga miskin yang layak
diberikan bantuan. Selain itu juga banyaknya jumlah penerima bantuan dan tidak mungkin
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bisa 100% benar. Akhirnya bantuan tersebut malah dinikmati segelintir orang yang tidak
termasuk target penerima manfaat karena banyaknya jumlah pemerima manfaat.

Masyarakat meminta pemerintah selayaknya lebih proaktif dalam bekerja dan tidak
membuat masyarakat semakin marah mengenai persoalan tidak validnya data sebagaimana
data yang diserahkan kepada desa dan kelurahan sangat berbeda dengan data dari Dinas
Sosial sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa data tersebut tidak
diperbaharui apabila Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek berpatokan pada data yang
notabene merupakan hasil rekap pada tahun 2017.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan
menganalisis kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)
2022 kepada masyarakat di Desa Salamwates Kabupaten Trenggalek.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Penulis sendiri memilih tempat penelitian yang bertempat di
Kabupaten Trenggalek, maka dari itu lokasi penelitian ini berada di Desa Salamwates
Kabupaten Trenggalek. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni
produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sumber
data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber
data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakannya selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain Moleong (2018). Adapun sumber data yang diperoleh peneliti
dalam melakukan penelitian ini yakni informan kunci, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat
di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.
Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk
mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode observasi,
wawancara/interview, dan dokumentasi. Kemudian Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman bahwa di
dalam analisa data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Serta keabsahan data yang digunakan yakni derajat
kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan
kepastian (confirmability) (Sugiyono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat berbagai latar belakang yang menyebabkan masyarakat disetiap daerah tidak
memiliki kemampuan dan jaringan untuk meningkatkan pendapatan, yang berakibat pada
dikategorikannya masyarakat miskin. Sepanjang 2 tahun kebelakang dari 2020-2022,
masyarakat dihadapkan dengan wabah covid 19 yang sangat berdampak pada penurunan
pendapatan disektor ekonomi, hal ini juga menyebabkan masyarakat sulit untuk berkembang
dan menambah populasi masyarakat miskin.

Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, menanggapi hal tersebut dengan melakukan
berbagai upaya salah satunya ialah pemberian bantuan berupa bahan pokok dan juga uang
untuk digunakan masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS. Program penyaluran BSP ini
juga menjadi tolak ukur seberapa jauh kinerja Dinas Sosial dalam membantu mengentaskan
kemiskinan, salah satunya di desa Salamwates Kecamatan Dongko yang juga memiliki
masalah terkait masyarakat miskin yang memerlukan bantuan.
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Kinerja tidak lepas dari pengukuran berdasarkan standar kinerja yang dijadikan
sebagai tolak ukur organisasi agar dapat mengukur sejauh mana kinerja yang telah
dilaksanakan. Oleh karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi diperlukan indikator-
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sehingga dapat dijadikan
pembanding dalam memperbaiki kinerja organisasi. Berdasarkan hal ini peneliti merasa
bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten trenggalek dalam menyalurkan BSP di desa
Salamwates Kecamatan Dongko ini terdapat kesesuaian dengan teori yang disampaikan
menurut Rahajeng (2018), bahwa kinerja organisasi publik dapat diukur melalui beberapa
indikator antara lain produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas.

Produktivitas

Dalam sebuah konsep produktivitas tidak hanya berhubungan pada efisiensi, namun
terdapat efektivitas di dalam mengukurnya. Sehingga produktivitas dapat diartikan secara
luas sebagai perbandingan antara input dan output. Hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial
Kabupaten Trenggalek dengan memantau dan memonitoring masyarakat miskin,
memfasilitasi dan memperbaiki data secara periodik untuk menghindari penyaluran BSP yang
tidak tepat sasaran, yaitu seberapa besar BSP yang disalurkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti bahas sebelumnya, bisa dikatakan
bahwa produktifitas Dinas Sosial dalam penyaluran dan pemerataan BSP sudah dilakukan
dengan baik. Penyaluran bantuan sosial pangan diberikan kepada masyarakat yang telah
terdata di DTKS menyesuaikan syarat dan ketentuan. Sebelum melaksanakan penyaluran BSP,
Dinas Sosial terlebih dahulu mengecek pendataan berdasarkan syarat dan ketentuan agar jika
terjadi ketidak validan data kemudian bisa diajukan kembali kepusat yaitu kemensos agar
diproses dan diperbarui. Kemudian Dinas Sosial berkoordinasi dengan pekerja sosial
ditingkat kecamatan yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk membantu
dalam validasi data dan juga penyaluran BSP karena mereka yang lebih dekat dan tau kondisi
masyarakat miskin didaerahnya.

Program BSP yang diberikan kepada masyarakat berupa bahan pokok, seperti beras,
telur, gula, minyak, teh dll ditambah uang Rp. 200.000 per bulan selama tiga bulan pada bulan
Juli, September, Desember setiap tahun. Pendataan kembali yang dilakukan oleh Dinas Sosial
secara periodik merupakan upaya agar penyaluran BSP bisa sesuai dengan jumlahh kongkrit
keluarga penerima manfaat yang terdata dalam DTKS, guna menghindari ketidakvalidan
kriteria penerima yang masuk dan terdata, juga supaya tepat sasaran dan diterima dengan
penerima yang seharusnya mendapatkan BSP sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang
diberlakukan oleh Kemensos.

Kualitas Layanan

Sebagai pelayan masyarakat tentunya juga memiliki tugas dalam memberikan
pelayanan semaksimal mungkin guna menjawab kebutuhan dari masyarakat, mulai dari
proses pembuatan kebijakan atau program sampai pasca pelaksanaan harus dijalankan
dengan baik. Keseriusan ini lah yang dapat mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang
diberikan oleh organisasi publik maupun pemerintah sebagai pejabat yang dipilih rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti bahas sebelumnya menunnjukkan
tingkat keseriusan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam memberikan kualitas pelayanan
dengan baik, Bisa peneliti simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Dinas sosial dalam
penyaluran BSP kepada mayarakat miskin di desa Salamwates Kecamatan Dongko ini sudah
dijalankan dengan baik, hal ini bisa diketahui dari bagaimana Data penerima BSP yang
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diberikan oleh Kemensos sebelum kemudian disalurkan maka dilakukan cek terlebih dahulu
guna menghindari kesalahan, terjadinya data yang double dan penerima yang tidak sesuai
kriteria.

Dinas Sosial berkoordinasi dengan pekerja sosial kecamatan yaitu TKSK untuk
mensingkornkan data dari kemensos dengan data masyarakat miskin didaerahnya. Kemudian
jika terjadi kesalahan dan penambahan maka Dinas Sosial mengajukan kembali ke Kemensos
untuk ditinjau ulang, walaupun terkadang tidak langsung diproses dan tidak bisa masuk
semuanya entah memang tidak memenuhi kriteria ataupun ada data yang double. Hal ini juga
menjadi problem ketika penyaluran BSP dilakukan yang akhirnya entah kurang fahamnya
masyarakat miskin terkait alur dan persayaratan penerima atau memang kurangnya
pemberitahuan dari Dinas sosial dan TKSK. Namun setidaknya Dinas Sosial telah
mengupayakan yang terbaik walaupun memang dalam pengajuan data terbaru belum bisa
langsung terdata di DTKS.

Setelah data valid, penyaluran BSP dilakukan bekerjasama dengan Pos Indonesia
dimasing-masing kelurahan atau juga bisa di pusat pemerintahan yaitu kelurahan atau
kecamatan

Responsivitas

Indikator keberhasilan kinerja organisasi publik menurut Rahajeng yang selanjutnya
ialah bagaimana responsivitas dari organisasi tersebut bisa segera dilakukan dengan
menanggapi dan memberikan solusi terkait permasalahan, kendala dalam pelaksanaan
program. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan
bahwa Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek telah merespon dengan baik berbagai problem
dalam pelaksanaan penyaluran program BSP kepada masyarakat miskin yang terdata di
DTKS.

Terlihat dari kesigapan pembarun data yang dilakukan setelah mendapat data dari
pusat.. Hal ini dilakukan untuk mengecek kembali serta berkoordinasi dengan TKSK untuk
mendata masyarakat miskin yang memenuhi kriteria namun belum terdata sehingga bisa
meminimalir ketidak tepat sasaran BSP.

Selanjutnya ialah bagaimana responsivitas Dinas Sosial ketika penerima BSP atau
keluarga penerima manfaat ini memiliki keresahan terkait bansos?. Dinas Sosial melui TKSK
menyampaikan kepada masyarakat miskin di daerahnya ketika ada kesalahan ataupun ingin
menyampaikan aspirasi bisa mengakses aplikasi cek bansos dimana masyarakat dapat
menyampaikan usulan dan sanggahan nya melalui fitur aplikasi tersebut agar dengan cepat di
perbaiki oleh Dinas Sosial. Selain itu jika terdapat masyarakat yang tidak bisa menggunakan
gadget dan aplikasi cek bansos, TKSK dan pemerintah daerah juga menyediakan buku
pengaduan yang bisa menjadi solusi atas keterbatasan tersebut.

Kedua opsi pengaduan tersebut dilakukan untuk memudahkan Dinas Sosial dalam
mendata berbagai pengaduan terkait bantuan sosial dan juga memaksimalkan pelaksanaan
dalam pemerataan BSP kepada masyarakat miskin.

Responsibilitas
Dinas Sosial juga memiliki responbilitas dalam memastikan penyaluran BSP diberikan
secara merata, hal yang dilakukan ialah menggandeng Pos Indonesia dalam menyalurkan
bantuan dibantu TKSK dan pejabat terkait yang bertangungjawab dalam pemerataan BSP.
Dalam pelaksanaan penyaluran BSP, Dinas Sosial hanya sebagai pengawas dan
memantau mekanisme agar berjalan dengan baik dan tersalurkan secara merata. Hal ini
dilakukan dengan memperbaiki data yang diberikan oleh kemensos, dikarenakan alur
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penyaluran BSP dimulai dari data KPM (keluarga penerima manfaat) yang diberikan oleh
kemensos kepada Dinas sosial. Namun terkadang data yang diberikan kemensos terkesan
mendadak yang akhirnya berakibat pada kurangnya sosialisasi terkait pembaryan data bagi
masyarakat yang memang layak namun belum terdata di DTKS.

Berdasarkan hal itu, Dinas Sosial tetap mengupayakan agar penerima BSP bisa
mendapatkan bantuan dengan merata, dengan mengajukan data terbaru kepada kemensos
untuk diperbaru. Ini juga merupakan langkah kongrit sebagai tanggungjawab Dinas Sosial
dalam membantu meringankan beban masyarakat miskin yang juga terdampak akibat
pandemi.

Akuntabilitas

Mengacu pada norma dan aturan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat
dalam hal ini kemensos, maka terdapat beberapa kriteria penerima manfaat yang harus
terpenuhi diantarannya KPM harus dari keluarga miski, tidak terdata dalam program bantuan
yang lain seperti PKH, terdampak covid 19 dan harus terdata dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS), setidaknya itulah pont penting kriteria penerima manfaat.

Dinas Sosial Kebupaten Trenggalek memiliki akuntabilitas yang perlu dijaga dan
dijalankan sesuai dengan norma dan aturan kebijakan seperti yang telah peneliti bahas
diparagraf pertama. Dalam pelaksanaanya, Dinas Sosial telah mengupayakan penyaluran BSP
dengan baik walaupun memang belum bisa dikatakan merata dikarenakan kendala yang
terjadi seperti belum validnya data dari kemensos. Hal ini ditanggapi dengan sesegera
mungkin oleh Dinas Sosial dengan mengolah dan mengecek kembali data dari pusat,
kemudian melakukan perbaikan dan perubahan secara bertahap berdasarkan data yang
termasuk dalam DTKS dan kriteria yang lainnya.

Namun disisi lain pernah terjadi kenakalan oknum tertentu yang mengarahkan
penerima manfaat untuk membelanjakan uangnya ke warung tertentu dengan sekali habis,
padahal tidak ada himbauan seperti dan malahan Dinas Sosial membebaskan bagi penerima
untuk beli dimana saja dengan tetap menyertakan nota pembelian kemudian menyerahkan ke
TKSK yang akan diserahkan ke Dinas Sosial.

Secara garis besar akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam
menyalurkan BSP yang berupa sembako dan uang tunai sebesar 200rb setiap tiga bulan
dalam setahun sudah dilakukan dengan maksimal dengan selalu memvalidasi data terlebih
dahulu dari kemensos sebelum akhirnya menyalurkannya ke penerima manfaat atau
masyarakat miskin. Terjadinya kendala seperti ulah oknum diatas memang menjadi perhatian
besar agar tidak terjadi lagi dengan terus memonitoring dengan datang ke tempat penyaluran
dan mengawal langsung dibantu oleh kecamatan dan pihak yang telah diajak kerjasama
seperti Pos Indonesia atau lembaga masyarakat yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sampaikan pada bab
sebelumnya, maka bisa dilihat bahwa Kinerja Dinas Soial dalam pemerataan BSP di desa
Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek terbagi kedalam beberapa indikator
diantaranya Poduktivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam pemerataan BSP
di desa Salamwates Kecamatan Dongko diberikan kepada masyarakat miskin yang terdata
dalam DTKS. Kemudian Kinerja Dinas Sosial juga terihat dari kualitas layanan yang diberikan
yaitu dengan menindaklanjuti data yang diperoleh dari pusat dan memperbaiki dengan
datapenerima manfaat yang memenubhi kriteria namun belum terdata, kemudian diajukan ke
kemensos untuk diperbarui walaupun memang tidak bisa langsung masuk semuanya tetapi
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setidaknya Dinas Sosial sudah beupaya dengan baik. Selanjutnya Responsivitas Dinas Sosial
terlihat dari bagaimana menanggapi berbagai masalah dan aspirasi, jika terkait data
kemudian langsung diperbaiki secara bertahap, maka dalam penyampaian aspirasi
masyarakat, Dinas Sosial dibantu TKSK mengarahkan masyarakat miskin untuk
menyampaikan saran, kritik, dan aspirasinya lewat aplikasi cek bansos. Kemudian
Tanggungjawab Dinas Sosial Dinas Sosial dalam penyaluran BSP hanya sebagai pengawas dan
memantau mekanisme agar berjalan dengan baik dan tersalurkan secara merata. Hal ini
dilakukan dengan memperbaiki data yang diberikan oleh kemensos, dikarenakan alur
penyaluran BSP dimulai dari data KPM (keluarga penerima manfaat) yang diberikan oleh
kemensos kepada Dinas sosial. Namun terkadang data yang diberikan kemensos terkesan
mendadak. Dan yang terakhir yakni Pada point akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten
trenggalek belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik dikarenakan adanya data yang
belum valid terkait penerima yang layak namun belum terdata, tetapi hal ini terus diperbaiki
oleh Dinas Sosial. Selain itu terjadinya ulah oknum terkait penerima BSP yang diarahkan ke
warung tertentu untuk belanja tetap menjadi evalusi bersama guna tidak terjadi kembali di
kemudian hari.

Berdasarkan seluruh pembahasan dari temuan lapangan, maka peneliti ingin
menyampaikan beberapa saran diantaranya yakni Terkait pembaruan data agar terus
dilakukan dikarenakan masyarakat miskin yang mungkin bertambah atau belum terdata,
Melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat miskin terkai syarat dan ketentuan
yang harus dipenuhi agar mendapat BSP dan bisa merata, Memantau, mengawasi dan
menindak pergerakan oknum-oknum tertentu yang mungkin melakukan kenakalan dalam
proses penyaluran BSP, serta Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat
miskin agar kedepannya tidak mengandalkan bantuan sosial yang bisa saja menimbulkan
ketergatungan.
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